
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DTNAS PEIYAI\AMAIY MODAL DAN PELAYAF{AI{

TERPADU SATI,I PINTU
Jln.II. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

TENTANG

PERPANJA}IGAI\ IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDINIKAN NON FORMAL
YAYASAI{ LKP CENDR},WASI KOMPUTER

Menimbang :

BI-IPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka mernberikan kepastian irukun: kepada lembaga

pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada

masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan

tentang Izin Operasional Leinbaga Pendidikan Yayasan LKP

Cendrawasi Komputer.

Llndan*rl-Undan,e Notnor 12 lf'rhun 1956 tentang Pembentrrkan Daerah
Otonor:r Kapupaten clalain Lingkurrgan Daerah Provinsi Sulnaterit
Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25)
Jis undang-undang Drt. liomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor -58 Tahun

I 0B.Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1643 ):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
Nasional (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nouror 78.

Tambah*n Lembarnn Neg;rra Republik lndonesia Nomor 4:l0l);
U*tiang - Undang Noinor ?3 Tahun 2013 tentang Alggararr Peldapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik
ludonesia Tallun:013 lJ*tr. or 182, Tamtrahan Leilbaran Negara
Republik Indonesia Notnor -5'1{rl ) I

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan-e Pemerintahan Daerah (
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Tambahan Lembaran Negtira Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeralt ( tembaran Negara
Republik Irrrlonesia Tahun 1015 Nornot 58. TarnLrahatr Leurl:arau Negarit
Republik lndonesia l',l omor 5 ti79):
Peraturan Pemerintah Non:or 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahrur 1990 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Ne-qara Republik Indonesia Notnor 3411 ):

Peraturan Pemerintah Nornor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahutr 2005 Nornor
41. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telal.r beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pernerintah Nomor i9 Tairun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ].tomor
45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)l

Mengineat : 1.

2.

3.

4.

5.



?. Peraturan Pemerintah Nornor ,tr7 Tahur 200[i tentilug \Yajib Belajar

{Lembaran Negara Republik lncionesia lahun 2008 fiomr:r 90,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran )'{egara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nornor 17 Tairun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 5 I 55 )l

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanantan Modal:

l0.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dan Pemberantasan Buta Aksara;

ll.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia
Non:or 8l Tahun 2013 tentang Pendirian Satnan Pendidikan i{on
Formal:

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentan-e Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini:

l3.Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Banr pada Taman
Kanak * kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas. Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang
sedera.lat;

14. Peraturan Menteri Dalam liegeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentan-e Penyelenggraan Peiayanan Terpadu Satu Pintu di Daerahl

l5.Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018N 1997 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelornpok Bermain clan Tarnan
Pendidikan Anak (TPA).

l6.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05110.2001 tentarng

Pendidikan Anak Usia Dini:
lT.Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 143 Tahun

2021 tentang Kedudukan. Snsunan Organisasi, Tugas Pokok. Fungsi,
Tata Kerja dan Uraian Tu-9as Jabatan Struktural Dinas Pcnanaman
l\4odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

i 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2A17 tentang
Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan:

I 9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/20 I 7
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Ilinas Penanaman il{odal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu SatLr Pintu Kabupaten Pesisir Seiatan.
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Permohonan lzin Yayasan LKP Cendrawasi KomputerAn.PEPI SEPTRI

MAYENTI selaku Pimpinan LKP Cendrawasi Kotnprtter.Kecamatan

Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42014z42lDPKlSekretarialll202l.
tanggal 30 Desember 202l.perihal pemohonan izin operasional

Yayasan LKP Cendrawasi Komputer.

MEMTITTISKAN

Memberikiln Perpanjangan Izin Operasional ini Kepada;

YAYASAN LKP CENDRAWASI KOMPUTER
LKP (Lembaga Kursus Pelatilian)
PEPI SEPTRI MAYENTI
Jalan Pasar Surantih Nagari Surantih Kecatnatan
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonfonnal sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU berlaku selarna Tiga ( 3 ) Taliun terhitung sejak
Tanggal J I Desernber 2021 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal tersebut sedemikian
mpa, sehingga dapat memenuhi tirngsi sosialnya terhadap nrasyarakat.

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaL:u atau yang akan
ditentukan kemudian.

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Men-eajukan pennohonan pe4lanjangan izin selan:bat lambatnya 30

(tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

Lembaga Kursus Pelatihan ( LKP ) Yayasan LKP Cendrawasi Komputer
selaku pemegang izin Operasional ini.tidak diperboleh,kan nntuk dipindah
tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi : PAINAN
Pada tanggal : 3i Desember 202l

Tem b us@Lli;llt, o tt i k it n Kep a d$ Yth :
l.Bapak Bupati Kabupaten Pesisil Sel*tan di Painan
2.Sdr.Kepala Dinas Pendidikal Dan Kebr.rdayaan Kab. Pessel cli Painan
3.Alsip

AN.


